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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 21 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 134 Ayat (1) 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa dan terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 21 tahun 2011 yang menyatakan “ dasar pengeluaran 

anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD 

untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam 

dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan 

kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan 

dimaksud ditetapkan; 

  b. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang – Undangan yang menyatakan “ Semua Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan 

Bupati/Walikota, atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada 

sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai 

peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang 

ini”;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 

Anggaran 2015; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2012 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015 

 
Pasal 1 

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.663.300.000.00 (satu 

milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai 

berikut : 

a.  Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian Dana Bantuan Provinsi 

Jawa Timur sebesar Rp. 1.663.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh 

tiga juta rupiah); dan 

b.  Penggunaan belanja tidak terduga untuk kesalahan transaksi setoran rekening PT. 

Jasa Raharja Perwakilan Probolinggo sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 

rupiah).  

 
Pasal 2  

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal 28 Maret 2016 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 
Ttd 

R U K M I N I 
Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal 28 Maret 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 
JOHNY HARYANTO 

 
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya,GIAN HUKUM Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

 
WAHONO ARIFIN, SH MM 

NIP. 19650912 199303 1 008 
 


